
BERITA DATRAII
KABTIPATEIT MA.'ALEITGKA

NOMOR : 16 TAHUN 2OL6

PERATIIRAIT BI'PATI MA"IALEITGIIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG i

PERI'BNIAIT ATAS PERATIIRAIT BTIPATI MA*'ALEITGI(A
ITOUOR 7 TAIIUIT 2015 TEIVT*ITG

REnCATTA BER.IA PEI[tRrIrTArr DAtRArr IRI(PD]
KABIIPATTil MA.'ALEITGNA, TAHI'tr 20T6

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NAEHA BSE

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencurnaan pembangunan daerah
yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna
lerselenggaranya tata kelola peinerintahan yang baik, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun
2Or5 teatafg Reneelle Kerja Femei{Etah Dacrah (RKPD}
Kabupaten Majalengka Tahun 2OL6;

b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (5) UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah,
RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
keadaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa datam perjalanan tahun angga-ran 2016 terdapat
perubahan-perubahan asumsi keranglra ekonomi daerah
dan kerang!<a pendanaan yang berdampak terhadap
program dan kegiatan pembangunan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka. perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7
Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten MajalenS$ect T€thun 2416.
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Mengrngat:1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun f95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor + Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Linglungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;

Undang=Undang Nomor 1 Tahun 2OA+ tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan Lembaran
Ne$,dfd, Repubtik Ind6nesia N6m6r a355);

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2OA4 tentang
Pe.naerikseE Pengstrol,aaq dan Ta+ggElrtg Jawab Ke-ua+gan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aao0l;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2OO5*2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aTOOl;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO+ Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;
Undang=Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang Penataan
Ruang (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT
Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7251;

3.

4.
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6.

7.

8.

9. Undang-Undang... 3



9.

-3-

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tarnbahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor I Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8; Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomoi 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah Kepada
Pemerintah, La.poran Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rat<yat Daerah,
dan Inforrrrasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daeralr Kepada ,Masyarnkat {kmbaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 19, Tamb,ihan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor +6931;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(I,embataa Negara Republik Indonesia Terlrun 2OO8 Noinor
19, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor a815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 Tentang
Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (kmbaran Negara
Republik IndoneSia Ta&iun 2AO8 Nomor 2A, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);

10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor
2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8fil;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlO tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negaia
Republik Ihdonesia Tehun ZALA Nomof 2I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pehbangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2OL5-2OL9 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2OlL tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2O 1 l-2O25;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6O Tahun
2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2OL6
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
t37l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL
tentaiig Perubahan Kedua atas Pereturan Mcntcri Da1am
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun
2OO9 Tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun zAtO Nomor 5L7l;

17.

18.
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24. Perab,tran Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OII tentang Pedoman
Pemberian Hihah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor SaU;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2A16
tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2Ol7 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 518);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan .Iangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran
Daeratr Provinsi Jaura Barat Tahun 2OO8 Nomor 8 Seri E,
Teurtbatran Lembarari Daerah Nomor 45);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2OO9
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2OOg Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64f ;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Earat Nomor 22 Tahun
2OlO tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat
{Lembaran Daera}r Tahun 2OLO Nomor 21};

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2OL4
tentang Penggunaan dan Pengeloldan Sistem Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Jawa Barat Online ?LOL (Lembaran
Daerah Provinsi Javra Barat Tahun 2Ol4 Nomor 52 Seri E);

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2O15
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 Nomor 54 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2OO8 terrtang Rencana Pembangunan Jang!<a Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2AO5-2O25
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8
Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor 2 Tahun
2AO9 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Mqialengka (kmbaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2A09 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah ... 6
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun
2OA9 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2OO9 Nomor 1O) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
20ll tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Organisasi
Peranglat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2Ot1 Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majalengka Tahun 2A I 12031 ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahrin
2OL2 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Daerah
Kabupaten M4ialengka.

MEMUTUSKAII.:

Menetapkan : PERATIIRAII BIIPATI TDtr?ANG PERITBAHAN ATAS
PERATIIRAIT BIIPATI UA"IALEITGKA ilOTIOR 7 TATIUil
2015 TEIYTAIIG REITCAIYA I(ER"'A PEMERIITTAII DAERAH
(RIIPDI I(ABTTPATEII MA"IALEilGKA TArrIril 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubairan (RKPD-P) Kabupaten
Ma{alengka Tahun 2OtG sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 adalah sebagai penentu Arah dan Kebijakan
Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2A16,
dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya
guna dan berhasil guna.

Pesal 3

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten,
agar menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P)
Kabupaten M4jalengka Tahun 2016 sebagai acuafl dalam menlrusun rencana
perubahan berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pasal + ...7
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Pasel 4

Program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Majalengka Tahun 2016
pada pelaksana.annya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.

Pasal 5

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan y€rng terpadu dan
berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
gerak tangkah datam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

Pasat 6

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan -Peraturan
- s:teia.I. -KabirPaten

Majalengke.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 Juli 2016

BIIPATT MA"TALEI{GKA,,

Cap lrtd
: STJTRISIYO

Diundangkan di M4jalengka
pada Tanggal

SEKRETARIS DATRAII
KABTIPATEtr U,&IAIETCKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN

Salinan sesuai dengan aslinya
I.CEPI,HBA€IAilH,TIESU

S TDA KABUPATEN UA*'ALETGI(A

MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 16

rrIP. 19680,3,27 199604 I OOA


